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PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Lrt

e

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LARANTUKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:
PEMOHON, NIK 5306032506780002, tempat tanggal lahir, Ende, 25
Juni 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan
XXXXXXXX, Tempat Tinggal di XXX XXXXXX XXXX XXXXX,
RT.015/RW.008,  XXXXXXXXX  XXXXXXXX, Kecamatan
XXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, dengan domisili
elektronik pada alamat

email: ibnuhasan2578@gmail.com sebagai Pemohon;

melawan
TERMOHON, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXxxX,
pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di KABUPATEN
ENDE, TETANDARA, ENDE SELATAN, , sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA
Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2024
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx, dengan
Register Perkara Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Lrt, tanggal 24 Juli 2024,
mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 13 Aprii 2008 Pemohon dan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, XXXXXXXXX XxxX, sebagaimana
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tercatat dalam  Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 39/06/1V/2008,

tanggal 19 Juli 2024;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang

tua Pemohon di XXX XXXXXX XXXX XXXXX, RT.015/RW.008, XXXXXXXXX
XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur kurang lebih 13
Tahun, selanjutnya pada bulan Januari 2021 Terjadi perselisihan antara
Pemohon dan Termohon selanjutnya pada bulan Februari 2021 Termohon
pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun
dan harmonis, namun sejak bulan januari 2021 , ketentraman rumah
tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi disebabkan
terjadi perselisihnan antara Pemohon dan Termohon di karenakan
Termohon tidak senyum kepada Pemohon selama kurang lebih 2 minggu
dan Pemohon Meminta Termohon untuk keluar rumah sementara supaya
tidak terjadi keributan dan namun Termohon pergi meninggalakan
Pemohon sampai dengan sekarang;

5. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi
pada 19 Juni 2024 Pemohon pergi ke Ende untuk keperluan rumah Tangga
Pemohon dan Termohon namun setelah sampai di rumah tempat
Termohon berada tidak di pertemukan dengan Termohon dan saudara
Laki-laki  (Wali Termohon) dan Anak Laki-Laki Termohon meminta
Pemohon untuk menceraikan Termohon selanjutnya Termohon pergi
meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon
sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk
membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah
sulit dipertahankan lagi;

7. Bahwa Pemohon memohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara
ini;;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua

Pengadilan Agama xxxxxxxxx Cg. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
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PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2.Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 1
(satu) raj'l terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan

Agama XXXXXXXXX;
3. Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir
sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula
mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di
persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di
persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh
suatu alasan yang sabh;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan
rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi
tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat pemohonan
Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:
Fotokopi Kutipan Duplikat Akta Nikah atas nama Muhammad Ibnu Hasan
Bin Muhammad Hasan dan Ainun Bintio Mochsen, Nomor
B.072/Kua.20.8/1/PW.00/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Ende xxxxxxxxx xxxx Nomor 39/06/IV/2008 Tanggal 19 Juli
2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode

bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
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B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat
tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut:

— Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah Kakak kandung Pemohon ;

— Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;

— Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal
di XXXXXXXXX;

— Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon belum dikaruniai
keturunan;

— Bahwa saksi tahu sejak tahun 2022 rumah tangga Pemohon
dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering;

— Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon berselisih dan
bertengkar, tapi saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah
tempat tinggal sejak tahun 2022;

— Bahwa setahu saksi Pemohon maupun Termohon sudah tidak ada
komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan
kewajibannya sebagai suami istri;

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan XXxXx XXXXXXX,
bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

— Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah tetangga Pemohon ;

— Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, ... ;

— Bahwa saksi tahu sejak tahun 2022 rumah tangga Pemohon
dengan Termohon mulai tidak harmonis;

— Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon berselisih dan
bertengkar, saksi hanya tahy Pemohon dan Termohon sudah pisah
tempat tinggal;

— Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat
tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
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— Bahwa setahu saksi Pemohon maupun Termohon sudah tidak ada
komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan
kewajibannya sebagai suami istri;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg juncto Pasal 26 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil
secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan
tersebut Pemohon secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan
Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya
atau kuasanya untuk hadir di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa
tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;
Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara
maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon, agar
Pemohon bersedia hidup rukun, membina rumah tangga kembali dengan
Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg
permohonan Pemohon harus diperiksa secara Verstek;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam
permohonan cerai Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon
mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan bahkan

saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
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Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim
membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut,
Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat P serta dua orang saksi
yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat
formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal
1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah
suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 13 April 2008;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua)
orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah
sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang
untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi
seorang dengan mengangkat sumpabh, oleh karena itu memenuhi syarat formil
saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan saksi
Termohon yang menerangkan bahwa saksi tidak pernah mengetahui antara
Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran namun antara
Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan telah
diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri

Menimbang, bahwa pertengkaran salam sebuah rumah tangga adalah
merupakan sesuatu yang mungkin terjadi, suami - isteri itu selalu berusaha
untuk tidak melakukannya di hadapan orang lain, oleh karena itu adalah logis
apabila sangat sulit untuk mencari orang atau saksi yang dapat melihat,
mendengar atau mengetahui langsung adanya pertengkaran tersebut

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tersebut di atas tidak
mengetahui secara langsung adanya pertengkaran namun karena

keterangannya ada yang berkaitan dengan pokok perkara, maka
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keterangannya dapat dipakai sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan , oleh
karena itu memenuhi syarat materiil saksi
Menimbang, bahwa oleh karena saksi saksi telah memenuhi syarat
formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308
dan 309 R.Bg, jo pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,
maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;
Fakta Hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis
serta berdasarkan bukti saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan
fakta-fakta persidangan sebagai berikut:
1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang
disebabkan Termohon tidak senyum terhadap Pemohon ;
4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengakaran tersebut Pemohon dan
Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021;
5. Bahwa, selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak
komunikasi yang baik;
Pertimbangan Petitum Perceraian
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan
juga sikap Pemohon sejak pisah dan selama persidangan berlangsung,
Pemohon selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak
ada keinginan untuk rukun kembali maupun mempertahankan rumah
tangganya dengan Termohon menjadi petunjuk bagi Hakim bahwa Pemohon
sudah tidak mempunyai ikatan bathin sebagai suami isteri dengan Termohon
sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan salah satu
sendinya;
Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga apabila salah seorang

dari suami atau isteri telah melakukan perbuatan yang menjadikan
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ketidaksenangan terhadap pasangannya sehingga terjadi perselisihan
dan/atau pertengkaran dan telah mengakibatkan pisah tempat tinggal, hal ini
menunjukan sudah tidak ada kecocokan lagi di antara keduanya dan selama
berpisah itu tidak ada usaha untuk rukun lagi dan walaupun telah diusahakan
perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut
Majelis Hakim telah merupakan bukti bahwa rumah tangga kedua belah pihak
sudah tidak harmonis lagi dan oleh karena itu tidak akan bisa mewujudkan
tujuan perkawinan sebagaiamana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan maksud al-Quran Surat
ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan
untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan
melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana
tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan
saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan
memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena
itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, menetapkan bahwa
rumah tangga yang tidak rukun, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat
kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan
bersama dengan pihak lain, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang
mengandung abstraksi hukum, bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan
rumah tangganya telah tidak rukun, semua usaha perdamaian yang dilakukan
untuk merukunkan kembali suami istri tidak berhasil, maka fakta yang
demikian itu harus dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah
pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di
atas dan dengan adanya fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon telah
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan
kembali, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa
perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (marriage breakdown) dan

hati kedua belah pihak telah pecah pula, oleh karena itu permohonan
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Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi
ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal
116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara a quo, Majelis Hakim
perlu mengetengahkan firman Allah SWT surat Al-Bagaraah ayat 227
sebagai berikut:

T e L BTGB AT bl

Artinya :“Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka
sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” ;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor
1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka
petitum nomor 2 yang mohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap
Termohon dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;
Amar Putusan

MENGADILI:
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberiizin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon ( TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan

Agama XXXXXXXXX;
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4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp381.000,- ( tiga ratus delapan puluh satu ribu )
Penutup
Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 20 Desember
2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh
ROCHMAT HIDAYAT, S.HI.,, M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan mana
pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan
disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh
Hakim tersebut, dibantu oleh MARYAM ABUBAKAR, S.H. sebagai Panitera
dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

ROCHMAT HIDAYAT, S.HI., M.H.

Panitera,

MARYAM ABUBAKAR, S.H.
Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:
a. Pendaftaran . Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak : Rp  20.000,00
c. Redaksi . Rp 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 211.000,00
4. Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah . Rp 381.000,00

(tiga ratus delapan puILJh satu ribu rupiah)
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